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Abstrak 

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis pengungkit pertumbuhan ekonomi 

daerah dan penguatan kemandirian fiskal melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Namun, termasuk Kabupaten Banggai, kontribusi pariwisata terhadap PAD masih 

belum optimal karena koordinasi antar-SKPD lemah, investasi infrastruktur belum 

terarah, kapasitas SDM terbatas, serta pemanfaatan data digital belum maksimal. 

Penelitian bertujuan merumuskan model tata kelola kolaboratif antar-SKPD (Dinas 

Pariwisata, Bapenda, dan Dinas Pekerjaan Umum) mampu meningkatkan efisiensi 

investasi infrastruktur pariwisata, optimalisasi pemungutan retribusi dan pajak 

daerah, serta penguatan basis data pengunjung berbasis sistem e-ticketing 

mendorong peningkatan PAD Kabupaten Banggai. Secara khusus penelitian 

menganalisis: (1) pengaruh model koordinasi antar- SKPD terhadap efisiensi 

investasi infrastruktur dan kinerja pemungutan retribusi pariwisata; (2) keterkaitan 

kinerja dan transparansi tata kelola Dinas Pariwisata dengan minat investasi 

amenitas pariwisata swasta; (3) dampak program peningkatan kapasitas SDM 

pariwisata terhadap indeks kepuasan wisatawan dan potensi pendapatan jasa; (4) 

efektivitas kebijakan insentif bagi pelaku usaha mikro/kecil (BUMDes dan 

Pokdarwis) mendorong kepatuhan sistem pemungutan resmi daerah; dan (5) 

pemanfaatan data pengunjung dari e- ticketing perencanaan strategis dan simulasi 

peningkatan PAD. 

Metode yang digunakan adalah mixed methods dengan desain sekuensial 

eksplanatori. Tahap pertama berfokus studi dokumen dan pemetaan koordinasi 

kelembagaan, audit data PAD dan e-ticketing, serta wawancara mendalam dengan 

pemangku kepentingan kunci. Tahap kedua meliputi survei wisatawan dan pelaku 

usaha, Focus Group Discussion (FGD) antar-SKPD, analisis kuantitatif hubungan 

investasi infrastruktur, kinerja pemungutan, dan PAD. Tahap ketiga diarahkan 

integrasi temuan model tata kelola kolaboratif, penyusunan rekomendasi kebijakan 

dan skenario peningkatan PAD, serta penyusunan naskah artikel ilmiah dan policy 

brief. 
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Abstract 

Tourism is one of the strategic sectors that drives regional economic growth and 

strengthens fiscal independence through Local Own-Source Revenue (PAD). However, 

including Banggai Regency, the contribution of tourism to PAD is still not optimal due 

to weak coordination between SKPDs, unfocused infrastructure investment, limited 

human resource capacity, and suboptimal utilization of digital data. This study aims to 

formulate a collaborative governance model between SKPDs (Tourism Office, Bapenda, 

and Public Works Office) that can improve the efficiency of tourism infrastructure 

investment, optimize the collection of local levies and taxes, and strengthen the visitor 

database based on the e-ticketing system to boost PAD in Banggai Regency. 

Specifically, the research analyzes: (1) the effect of the coordination model between 

SKPDs on the efficiency of infrastructure investment and the performance of tourism 

levy collection; (2) the relationship between the performance and transparency of the 

Tourism Agency's governance and the interest in private tourism amenity investment; 

(3) the impact of tourism human resource capacity building programs on tourist 

satisfaction indices and potential service revenues; (4) the effectiveness of incentive 

policies for micro/small businesses (BUMDes and Pokdarwis) in encouraging 

compliance with the official local collection system; and (5) the utilization of visitor 

data from e-ticketing for strategic planning and simulations of PAD increases. The 

method used is mixed methods with an explanatory sequential design. The first stage 

focuses on document studies and institutional coordination mapping, PAD and e-

ticketing data audits, and in-depth interviews with key stakeholders. The second stage 

included tourist and business surveys, Focus Group Discussions (FGD) between 

SKPDs, quantitative analysis of the relationship between infrastructure investment, 

collection performance, and PAD. The third stage was directed at integrating the 

findings of the collaborative governance model, formulating policy recommendations 

and scenarios for increasing PAD, and drafting scientific articles and policy briefs. 

 

Keywords:  coordination between SKPDs; destination infrastructure investment; tax 

and levy compliance; human resource development; utilization of visitor data 

 

Pendahuluan 

Desentralisasi fiskal menempatkan pemerintah daerah sebagai aktor utama 

dalam memperkuat basis pendapatan asli daerah (PAD) membiayai pelayanan 

publik dan pembangunan berkelanjutan. Berbagai studi bahwa kapasitas fiskal 

daerah yang kuat berkorelasi dengan kemampuan daerah mendorong pertumbuhan 

ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada transfer pusat. Sektor pariwisata 

diidentifikasi sebagai salah satu pengungkit PAD signifikan melalui pajak dan 

retribusi, baik dari usaha jasa akomodasi, restoran, maupun objek daya tarik wisata. 

Kebijakan pengembangan sumber daya pariwisata terbukti meningkatkan 

penerimaan daerah ketika didukung oleh kelembagaan dan regulasi yang memadai. 

Level operasional, hubungan antara jumlah wisatawan, kapasitas amenitas (hotel), 

dan penerimaan pajak hiburan maupun pajak hotel diidentifikasi sebagai determinan 
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penting dalam kinerja PAD sektor pariwisata. Perspektif kebijakan pembangunan 

mutakhir menekankan peran negara sebagai "entrepreneurial state" yang secara 

proaktif merancang kebijakan berorientasi misi untuk mencapai tujuan 

pembangunan tertentu, termasuk transformasi sektor pariwisata[6-8]. Pada saat 

peran pelaku usaha mikro dan kecil—termasuk BUMDes dan Kelompok Sadar 

Wisata (Pokdarwis) semakin penting penyedia jasa dan produk pendukung 

pariwisata. Berbagai studi kebijakan insentif pajak yang tepat, seperti pajak final 

ditanggung pemerintah, dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam 

situasi krisis Persepsi kepercayaan terhadap otoritas pajak, tingkat literasi, dan 

desain insentif terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM. 

Kepatuhan tidak hanya ditentukan desain insentif dan kemudahan 

prosedural, melainkan juga norma sosial dan konteks budaya lokal. Penelitian 

mengenai norma sosial menunjukkan keputusan ekonomi masyarakat sangat 

dipengaruhi persepsi keadilan, tekanan kelompok sebaya, dan nilai-nilai yang hidup 

dalam komunitas. Berbagai program peningkatan kapasitas di desa wisata 

menunjukkan bahwa pelatihan manajemen destinasi dan ekonomi kreatif mampu 

memperkuat kompetensi kelembagaan lokal dan meningkatkan daya saing produk 

wisata. Di sektor hospitality, iklim pelayanan dan pemberdayaan karyawan terbukti 

berkontribusi pada kualitas layanan dirasakan pelanggan. 

Di Kabupaten Banggai, potensi pariwisata bahari, budaya, dan ekowisata cukup 

besar. Beberapa isu mengemuka adalah: (1) koordinasi lintas SKPD perencanaan 

dan pembiayaan infrastruktur pariwisata yang belum terintegrasi; (2) proses 

perizinan dan dukungan infrastruktur dasar bagi investasi amenitas yang dinilai 

belum transparan dan responsif; (3) program peningkatan kapasitas SDM belum secara 

sistematis dievaluasi dampaknya terhadap kepuasan wisatawan; (4) rendahnya 

kepatuhan pelaku usaha mikro/kecil pariwisata untuk terdaftar dan patuh membayar 

retribusi/pajak; serta (5) pemanfaatan data kunjungan dari sistem e-ticketing masih 

terbatas pada pelaporan administratif. 

 

Metode Penelitian  

Penelitian menggunakan desain mixed methods sekuensial eksplanatori. Tahap 

kualitatif untuk memetakan model koordinasi kelembagaan, persepsi aktor, dan 

praktik pemanfaatan data e-ticketing melalui studi dokumen, wawancara mendalam, 

dan Focus Group Discussion. Tahap kuantitatif akan menganalisis hubungan antara 

investasi infrastruktur, indikator koordinasi antar-SKPD, kepatuhan pelaku usaha, 

kapasitas SDM, pemanfaatan data e-ticketing, dan kinerja PAD dengan 

menggunakan teknik statistik deskriptif dan inferensial. Tahap terakhir berupa 

sintesis temuan kualitatif dan kuantitatif untuk menyusun model tata kelola 

kolaboratif dan rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi Pemerintah Kabupaten 

Banggai. 
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Hasil dan Pembahasan 

Penelitian ini diharapkan menghasilkan beberapa luaran utama baik pada 

tataran ilmiah maupun praktis. Pada tataran ilmiah, penelitian akan menghasilkan 

model konseptual dan operasional tata kelola pariwisata berbasis kolaborasi antar-

SKPD dan pemanfaatan data e-ticketing yang kontekstual untuk Kabupaten 

Banggai. Model ini memadukan dimensi koordinasi kelembagaan, investasi 

infrastruktur, kebijakan insentif, kapasitas SDM, dan perilaku wisatawan/pelaku 

usaha dalam satu kerangka analitis yang utuh. Selain itu, penelitian akan 

menghasilkan basis data terstruktur mengenai PAD sektor pariwisata, profil 

investasi infrastruktur, program pelatihan SDM, serta survei wisatawan dan pelaku 

usaha yang dapat dimanfaatkan untuk penelitian lanjutan. 

Pada tataran kebijakan, hasil penelitian diharapkan memberikan 

rekomendasi konkret kepada Pemerintah Kabupaten Banggai mengenai: (1) desain 

mekanisme koordinasi dan pembagian peran antar Dinas Pariwisata, Bapenda, dan 

Dinas Pekerjaan Umum; (2) prioritas investasi infrastruktur pariwisata yang lebih 

efisien dan berorientasi pada peningkatan PAD; (3) skema insentif yang 

mendorong pendaftaran dan kepatuhan pelaku usaha mikro/kecil pariwisata; serta 

(4) strategi pemanfaatan data e-ticketing untuk promosi tertarget dan 

pengembangan produk wisata baru. Rekomendasi ini akan dituangkan dalam 

policy brief yang mudah diakses oleh pengambil kebijakan daerah. 

Luaran publikasi yang ditargetkan adalah satu artikel ilmiah yang 

dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi dengan target Jurnal SINTA 2, 

serta satu artikel prosiding pada seminar nasional atau internasional di bidang 

kebijakan publik, ekonomi daerah, atau pariwisata. Selain itu, hasil penelitian akan 

dijadikan bahan ajar dan studi kasus dalam mata kuliah terkait keuangan daerah atau 

manajemen pariwisata di perguruan tinggi pengusul, sehingga memberikan kontribusi 

pada penguatan kualitas pembelajaran. 

 

Kesimpulan 

Pada tataran kebijakan, hasil penelitian diharapkan memberikan 

rekomendasi konkret kepada Pemerintah Kabupaten Banggai mengenai: (1) desain 

mekanisme koordinasi dan pembagian peran antar Dinas Pariwisata, Bapenda, dan 

Dinas Pekerjaan Umum; (2) prioritas investasi infrastruktur pariwisata yang lebih 

efisien dan berorientasi pada peningkatan PAD; (3) skema insentif yang 

mendorong pendaftaran dan kepatuhan pelaku usaha mikro/kecil pariwisata; serta 

(4) strategi pemanfaatan data e-ticketing untuk promosi tertarget dan 

pengembangan produk wisata baru. Rekomendasi ini akan dituangkan dalam 

policy brief yang mudah diakses oleh pengambil kebijakan daerah. 

Luaran publikasi yang ditargetkan adalah satu artikel ilmiah yang 

dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi dengan target Jurnal SINTA 2, 

serta satu artikel prosiding pada seminar nasional atau internasional di bidang 



Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik 

 

102 

 

 

kebijakan publik, ekonomi daerah, atau pariwisata. Selain itu, hasil penelitian akan 

dijadikan bahan ajar dan studi kasus dalam mata kuliah terkait keuangan daerah atau 

manajemen pariwisata di perguruan tinggi pengusul, sehingga memberikan kontribusi 

pada penguatan kualitas pembelajaran. 
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